
 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR      13     TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA TRANSFER UMUM DALAM RANGKA 

MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7     

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka perlu 

membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana 

Transfer Umum dalam rangka Mendukung Program 

Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang   

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 



3 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80        

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90        

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan 

Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan 

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan 

Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1560); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77        

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 149); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2010 Nomor 4/A); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1  

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 

Nomor 1 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8          

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3   

Seri A); 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C); 

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 16 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA 

TRANSFER UMUM DALAM RANGKA MENDUKUNG 

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat 

DTU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah 

untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah 

guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana 

Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. 

6. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU adalah 

belanja Daerah yang bersumber dari DTU yang 

ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU 

dalam Undang-Undang mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 

berkenaan. 

7. Pemulihan Ekonomi Daerah adalah program yang 

terkait percepatan penyediaan sarana dan prasarana 

layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan 

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan 

mengurangi kesenjangan penyedian layanan publik 

antar Daerah. 

8. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang 

diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial. 

9. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya 

untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi 

masyarakat baik secara individu maupun 

berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan 

terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraan. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis 

pengelolaan DTU dalam rangka mendukung Program 

Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

BAB III 

PENGGUNAAN DANA TRANSFER UMUM 

UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH 

 

Pasal 3 

 

(1) DTU digunakan untuk mendukung program 

pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan 

percepatan penyediaan sarana dan prasarana 

layanan publik dan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan 

penyediaan layanan publik antar daerah termasuk 

pembangunan sumber daya manusia dukungan 

pendidikan. 

(2) Program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perlindungan sosial terdiri dari: 

1. Perlindungan jaminan sosial untuk 

masyarakat yang terdampak; 

2. Kawasan Permukiman (bedah rumah/pugar 

rumah); 

3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air 

limbah (jamban, instalasi pengolahan air 

limbah/IPAL, mandi, cuci, kakus/MCK); 

4. Penanganan kebencanaan, bantuan logistik 

dan peralatan kebencanaan bagi korban 

bencana; 

5. Insentif bagi kader Pembantu Pembina 

Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub 

Pembantu Pembina Keluarga Berencana 

Desa (Sub-PPKBD); 
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6. Pengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup 

(reboisasi/penghijauan) untuk mencegah 

terjadinya bencana; dan 

7. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 

dan/atau Masyarakat, akses sanitasi bagi 

masyarakat kurang mampu dengan sistem 

padat karya. 

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terdiri dari: 

1. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku 

kepariwisataan dan pelaku industri 

pariwisata; 

2. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM); 

3. Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga 

kerja; 

4. Penyediaan dan pengembangan sarana dan 

prasarana pertanian; 

5. Pengendalian kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 

6. Pengelolaan perikanan budidaya dan 

tangkap; 

7. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

8. Penyelenggaraan ketahanan pangan dan 

penanganan; dan 

9. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga 

sejahtera. 

c. Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK meliputi 

program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

d. Infrastruktur terdiri dari: 

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem 

penyediaan air minum; 

2. Pengembangan infrastruktur kawasan 

permukiman (pembangunan dan 

peningkatan jalan dan drainase lingkungan 

permukiman); 

3. Penyelenggaraan jalan; 

4. Pengelolaan sumber daya air; 

5. Penyediaan sarana dan prasarana untuk 

pelayanan administrasi kependudukan; 

6. Peningkatan sarana distribusi perdagangan 

(rehabilitasi pasar); 

7. Pengelolaan persampahan; dan 

8. Penyediaan dan pengembangan prasarana 

pertanian. 
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Pasal 4 

 

Perangkat Daerah yang telah menetapkan 

program/kegiatan/sub kegiatan penggunaan DTU 

sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib 

melakukan penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan 

penggunaan DTU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal     25    Mei    2021 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal      25    Mei    2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

WAHYU HIDAYAT 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2021 Nomor  13  Seri  D 


